
BUPATI SUMBAWABARAT

PROVINSI NUSATENGCIAHABARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BAHAT

NOMOR * TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODALPADA BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA A8A

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa kesejahteraan masyarakat di desa perlu ditirıgkatkan

rnelalui pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki oIeh desa

secara tepat, sehingga semakin terbuka lapangan pekerjaan

dan teŞadi perıingkatan ekonomi dan sosial;

b. bahwa potensi ekonomi desa di wilayah Kabupaten Sumbawa

Barat rrıeliputi poterısi pertaniw, pertambangan, dan kelautarı

memiliki peluang )•ang sangat besar untuk dikembangkan dan

dilrelola secara efektif, efisien, dan transparan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasarı, dan kepastian

hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pada Badan

Usaha Milik Desa, maka diperlukan pengaturan dalam

penyelenggaraarınya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetnpkan

Peraturarı Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Badan

Usaha Milik Desa;

Meogingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Hepublik Indonesia Tahun 1945;
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2. U ndang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupateri Siimbawa Barat di Provinsi Nuea Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun fl003 Nomor 145,

Tambahan Lembaran Negara Republilc Indoneoia Nomor 4340);

s. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesía Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia

Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor CO Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5394J;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambabari Lembarari

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubW beberapakali terakhir dengari Undang- Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintnlian Daerah

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor

6573);

9. Peratiiran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2O14

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republic
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diubah terakhir derigari Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun

2019 teritarig Perubahari Kedua Atas Peraturan Pemerintah

No mor 43 Tahun 0014 tentang Peraturan Pelaksariaan

Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor4 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321];

10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Beroumber dari Anggaran Peridapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Reptiblik Indoriesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggarar Peridapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahuri 2021 teritang Badan

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2021,

TambWan Lembar Negara Nomor 6623);

12. Peraturari Meriteri Dalam Negeri Nomor 1 13 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahsin 2014 Nomor 2093)i

13.Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentarig Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

Indooesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor4 Tahun 2015 tentang

Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubararl

Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik ïndonesia

Tahun 2014 Nomor 296);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor1 Tahun 2016 tentarig

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahuri 2014 Nomor 53);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 tahun

2017 tentang Badan Usaha Miltk Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor l7);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATENS UMBAWABARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN

USAHA MILIK DESA

BABI

KETENTUAN tJMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur periyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenarıgan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Desa adalah desa dan desa adat atan yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atar hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahaıı Negara Kesatuan RepubliR Indonesia.

Badan Usaha Milis Desa yarıg selanjutnya disebut BUM Deea adalah badan

hukum yang didirikan oleh desa dan/atan bersama desa-desa guna mengelola

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkart investasi dan produktivitas,

menyediakan jasa pelayanan, dan/atan menyediakan jenis usaha lainnya

nutuk sebesar-besarrıya keeejahteraan maoyarakat Desa.

6. Pemerintah Desa adalah kepala Deea atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yarıg selanjutnya disebut BPD adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yarıg anggotanya merupakan wakil

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah darı ditetapkan secara

demokratis.
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8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15

16,

17.

Mus3'nıvaralı Desn adnlah musyownrah antara OPD, Pcmcrintnh Desa, dan

ıınsur mnsynraknt yeng diselcnggaral«nn oleh BPD untul‹ mcnyepakati hal

yang bersifat strategis.

Kesepakatan Musynwarah Desa adalah suatu hasit kcputusan dari

Musyaıvarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangl«an dalam

Berita Acaıa ltesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh

1 etua BPD dan Ilepala Desa.

Musyawarah Antar Desa adalah musyaxvarah bersama antara DOS£t S ttl

dengarı Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa,

dan urısur masyarakat yang diselenggarakaıı atas lcesepakatan masing-masing

Ilepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.

Peraturan Desa adalah peraturarı perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan Bersama Ifepala Desa adalah peraturan yar›g ditetapkan oleh

Kepala Desa dari2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dari disepakati bersama

dalarn Musyawarah Antar Desa dalam ranglra kerja sama antar Desa

Keputusan Kepala Desa adaIW penetapan yarıg bersifat konkrit, individual,

dan final.

Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pada

BUMDeea/BUM Desa Bersama.

Modal Dasar adalah moda yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka

pendirian dan pengelolaan BUMDesa/BUM Desa Bersama.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milık orang perorangan dan/atar badan

usaha perorangau yang memenuhi kriteria Usaha sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendin, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

arıak perusahaarı atan bukan cabang perusahaan yang dirniliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsııng maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

atar usaha besar yang mementıhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Daerah ini.

18. Usaha Menengah adalahu saha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakııkan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik largsung maupıırı tidak langsung dengan Usaha Kecil

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
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Pasal2

Penyertaan Model tlimaksudl‹an untuk pemenuhan Modal Dasar dan memperkuat

struktur permoöalan pada BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal3

Penyertaan Modal BUM Desa dan BUM Desa Bersama bertujuarı nutuk:

a. mengembangkanu saha dan meningkatkan kinerja BUM Desa/BUM Desa

Bersama;

b. meningkatkan pertumbuhan perekonornian masyarakat;

C. meningkatkarı pelayanan masyarakat; darı

d. menghasilkan pendapatan asli Desa.

Pasal4

Ruang lingkup Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah inimeliputi:

a. Penyertaan modal BUM Desa; dan atau

b. Penyertaan modal BUM Desa Bersama

BAB II

MODALDANPENYERTAAN MODALBUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal5

(1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

a. periyertaan modal Desa;

b. penyertaari modal masyarakat nesa; dan

c. bagiari dari laba usaha yang ditetapkan dalam Mu syaivarah

Desa/Musyawarah Aritar Desa untuk menambah modal.

(2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:

a. Penyertaan modal Desa; dan

b. Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa,

Bagian Kedua

Periyertaan Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal6

(1) Penyertaan Modal BUM Deaa/BUM Desa Bersama bcrsumber dnri:
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(1)

(2)

(3)

(4j

a. APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa; tlnn

b. Penyertaan modol Desa/ Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

(2) Pernyertaan Modal yang bersumber dari APBD Desa sebagaimana dimaksud

paño ayat (1}hUrufa ‹litetapkan dcngan Peraturan Desa dan yang bersumber

dori APB Desa masing- masing Desa dítetapkan dengan Peraturan Bersama

KepalaDesa.

Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak

berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang ‹lari Desa dan/atau

Desa-Desa setempat.

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal7

Perıyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukarı nutuk:

a. Modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atan

b. Penambahan modal BUM Desa/ BUM Desa beroama.

Penyertaan modal Desa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama berupa:

a- uang; darı/atan

b. barang selain tanah dan bangunarı.

Penyertaan modal masyarakat Desa berupa:

a. uang; dan/atan

b. bararıg 'baik tanah dan bangunan maupun bukantanah dan batıgurıan

Penyertnan modal Desa dan perıyertaarı modal masyarakat Desa sebagaimana

dimaksııd pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa dan/atan Musyawarah Antar Desa.

BAB IV

KRITERIA USAHA BUM DESA/BUM DEJA BERSAMA DAN BESARAN

PENYERTAAN MODAD

Pasal8

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a, Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lİtTt ptlluh juty

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempatu saha; atau

b. memiliki hasil perıjualan tahunan paling banyak Rp 3oo.ooo.ooo,oo

(tiga ratusjtıta rupıah).
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(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp5O.000.000,00 (lima puluh juta

rttpiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) tİdak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil usaha tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua

milyar lima ratus juta rupiah).

(3J Kriteria Usaha Menerıgah adalah sebagai berikut:

a. merniliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) sampai dengan palıng banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan barıgunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil usaha tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp.YO.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat {2) dan ayat (3J nilai

norr inalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian Daerah

yang diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal9

(1) Besaran Penyertaan Modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan

kategori Usaha dengan rincian:

a. Usaha Mikro sebesar Rp. 50.000.000 sampai derogan Rp. 100.000.000

(Lirria PLiluh Ruta Hupiah sampai Seratus Juta Rupiah)

b. Usaha Kecil sebesar Rp. 10 1.000.000 sampai dengan Rp. Rp.

200.000.OOO {Seratus Sa tu Ruta Rupiah sampai Dua Ratus Juta Rupiah)

c. Usaha Menengah sebesar Rp. 201.000.000 sampai dengan Rp.

500.000.000 (Dra Hatus satu Juta Riipiah sampai Lima Ratus Juta

Rupiah)

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a,hiiruf b,dan h tiruf

c,nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkernbangan usaha dan

atau unit usaha dan atau perekonomian Daerah yang diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam halterjadi perubahan kemampuan keuangan Desa tidak memurigkinkan,

maka nilai periyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat

disesuaikari melalui musyawarah Desa/Musyawarah Desa Bersama.
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BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

besaran Penyertaan Modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sudah

berjalari sebeliim Feraturan Daerah ini tetap berlaku dan dianggap sah

BAB VI

I(ETENTUAN PENtJTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuìnya, memerintahkan pengundarigan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dnlam Inmbaran Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat.

Diundangkan diTaliwang

padatanggaü 7 Uui 2021

PENJABAT SEKHETAHIS DAEHAH

Ditetapkan diTaliwang

Pada tanggal / -• -

'8'ndai denoan CB FFIScBFIFIPF

2021
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$•iELASAN ATAS

EHATURAN DAERAJ4 IIABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR TAFIUN 2021

TENTANG

FENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DESA

Peraturan Daerah intdidasari oleh motivasi yang bersifat filosofía dan sosiologis

SHI't£t YlOTTrlatif. Motivasi fílosofisnya adalah penjaminan pengelolaan Badan Usaha

Milik Desa digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, dan memastikan

pengelolaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Motivasi sosiologisnya adalah

bnhwa potensi ekonomi desa-desa di Kabupaten s›umbawa Barat semakin

meningRat dan menjanjikan prospek yang lebih baik dimasa mendatang.

Selanjutnya motivasí normatifnya adalah penguridangan Peraturan Menterí Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor4 Tahun 2015 tentang

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,

serta Peraturan Menterí Dalam Negeri Nomorl Tahun C016 tentarig Pengelolaan

Aset Desa, sebagai penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor6 Tahuri2014

tentang Desadan Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksaiiaan Undang-Undang Nomor6 Tahuri 2014 tentang Desa sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemeríntah Nomor 47 Tahun 2015. Norma hukum

ditingkat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Meriteri ini

yang harus direspon oleh pemerintah daerah dengan membentuR peraturan daerah.

Peraturan daerah ini sekaligus menggantilran Peraturan Daerah Kabupateri

Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan

Badan Usaha Millk Desa, yang telah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan

Perundang-undangan dan dinamita masyarakat pedesaaii di wilayah Kabupaten

Sumbawa Barat.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal1

Cukupjelas

Pasal2

Cukupjelas

Pasal3

Cukupjelas
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Pasal7

Cukupjelas

Pasal8

Cukupjelas

Pasal9

CuRupjelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukup jelas

PasaJ 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Cukupjelas

Cukupjelas

Pasal l7

CukupjeIas

Pasal 18

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR
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